
 

 

 
 
 
 

WALIKOTA PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  

NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  

DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 
maka perlu mengubah susunan organisasi 
Inspektorat;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah; 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1  M   950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 
Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar 
dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551); 

 

2.  Undang-Undang … 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3241); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 
2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit 
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

 

 

 

 

8.  Peraturan … 
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8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); 

9.  Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 

Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 
57); 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 
KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 57), 

diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 13 
 

Inspektorat dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang 
pengawasan dan fasilitasi pengawasan. 

 

b.  pelaksanaan … 
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b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap 
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, 
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lainnya. 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu 
atas penugasan Walikota dan/atau Gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan. 

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

2. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) 
Pasal, yakni Pasal 13A sehingga sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 13A 

 
(1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan 

wewenang dan/atau kerugian keuangan daerah, 
Inspektirat melaksanakan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 huruf c tanpa 
menunggu penugasan dari Walikota dan/atau 
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c 
terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang 
dan/atau kerugian daerah, Inspektur wajib 
melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat. 

(3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
melakukan supervisi kepada Inspektorat dalam 
menangani laporan indikasi penyalahgunaan 
wewenang dan/atau kerugian keuangan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

(4) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) melibatkan lembaga yang 
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan 
intern Pemerintah Daerah. 

 

 

 

 

 

 

3.  Di antara … 
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3. Di antara huruf e dan huruf f Pasal 14 disisipkan    
1 (satu) huruf, yakni huruf e1 sehingga sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 14 

 
Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari: 

a. Inspektur; 

b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, 
dan Pelaporan; dan 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Inspektur Pembantu I; 

d. Inspektur Pembantu II; 

e. Inspektur Pembantu III; 

e1. Inspektur Pembantu Investigasi; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

4. Ketentuan lampiran III diubah sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.  

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.  

 
 
 

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 4 Januari 2021 
            

            WALIKOTA PASURUAN,  
 

                  Ttd,  
 

RAHARTO TENO PRASETYO 
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Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 4 Januari 2021 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
Ttd,  

 
ANOM SURAHNO 

 
 

 
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


